BAB IV
FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI
BERTAHANNYA JEPANG DI TRANS PACIFIC
PARTNERSHIP

Bab ini akan menjelaskan tentang faktor konteks
internasional yang memengaruhi bertahannya Jepang di TPP.
Bab ini akan menunjukkan bahwa faktor dari aktivitas politik
Amerika Serikat dapat memengaruhi proses pembuatan
kebijakan Jepang bertahan di TPP.

Konteks internasional dapat diartikan sebagai perilaku
suatu negara terhadap negara lain. Konteks internasional ini
berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Apabila suatu
negara mengeluarkan kebijakan, negara lain cenderung
bereaksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut.
Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa setiap negara
memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional
yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional
yang objektif (Coplin & Marbun, 2003, hal. 166).
Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar
negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat
digunakan untuk melihat negara mana yang dapat dijadikan
teman dan mana negara yang merupakan lawan.

A. Menurunnya Kekuatan Hegemoni Amerika

Serikat

Hegemoni adalah dominasi satu kelompok atas
kelompok lain dan dominasi ini sering didukung oleh norma
dan gagasan yang melegitimasi. Dalam hal ini, istilah
hegemoni yang dimaksud digunakan untuk mengidentifikasi
aktor, kelompok, kelas, atau negara yang menjalankan
kekuasaan hegemonik atau yang bertanggung jawab dalam
penyebaran ide-ide hegemonik tertentu (Rosamond, 2016).

Hegemoni berasal dari istilah Yunani yang artinya
“dominasi” dan digunakan untuk menggambarkan hubungan
antara negara dengan kota. Penggunaannya dalam analisis
politik agak terbatas sampai muncul diskusi intensif dari
politisi dan filsuf Italia, Antonio Gramsci. Pembahasan
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Gramsci tentang hegemoni dilakukan dengan memahami
kelangsungan hidup negara kapitalis di negara-negara Barat
yang paling maju. Analisis hegemoni Gramsci melibatkan
analisis tentang cara-cara di mana ide-ide kapitalis tersebut
dapat disebarluaskan dan diterima sebagai hal yang wajar
(Rosamond, 2016).

Salah satu aplikasi dari konsep hegemoni Gramsci adalah
analisis hubungan internasional dan ekonomi politik
internasional. Dalam analisis hubungan internasional yang
terpusat pada negara, hegemoni menunjukkan keberadaan dari
suatu negara atau sekelompok negara yang dominan dalam
sistem internasional. Kehadiran negara hegemon (misalnya,
Inggris pada abad ke-19 dan Amerika Serikat setelah 1945)
menghasilkan pola stabilitas dalam sistem internasional
(Rosamond, 2016).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat
adalah negara hegemoni. Pasca Perang Dunia Il, Amerika
Serikat muncul sebagai satu-satunya negara dengan kekuatan
ekonomi, politik, dan militer yang dominan. Ketika Uni
Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991, hegemoni Amerika
mengalami kesempurnaan. Amerika Serikat duduk di puncak
sistem internasional dan tidak memiliki saingan yang berat
untuk memperebutkan kepemimpinan global (Babones,
2015).

Amerika Serikat mampu mendominasi ekonomi pasca
Perang Dunia Il karena negara-negara lain contohnya Jepang
dan Inggris sedang mengalami kekalahan pasca perang
sehingga perekonomian mereka memburuk. Hal ini kemudian
mendorong Amerika Serikat untuk mengambil peran sebagai
negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dan membuat
Amerika Serikat bertanggung jawab dalam menciptakan
kestabilan dalam perekonomian dunia. Kondisi ini juga
membuat Amerika Serikat dapat dengan mudah membuat
peraturan-peraturan ekonomi dan menciptakan institusi-
institusi yang mendukung peraturan tersebut. Hal ini
dibuktikan dengan terciptanya Bretton Woods System yang
kemudian melahirkan lembaga perekonomian dunia seperti
IMF, World Bank, dan GATT. Dengan adanya sistem ini



45

mampu membuat perekonomian Amerika Serikat berada
dalam puncak kejayaannya (Hussein, 2013, hal. 86).

Selain mendominasi dari segi ekonomi, Amerika Serikat
juga mendominasi dari segi politik dan militer. Dari segi
militer, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki
teknologi militer yang maju dan dengan kekuatan militernya
ini Amerika Serikat dapat dengan mudah memengaruhi
negara lain. Selain itu, kekuatan militer Amerika Serikat juga
dapat dilihat dari anggaran dana yang dikeluarkan Amerika
Serikat untuk aktivitas militer. Anggaran dana militer
Amerika Serikat adalah anggaran yang terbesar di dunia. Hal
ini menandakan Amerika Serikat benar-benar memperkuat
kemiliterannya. Dari segi politik dapat diketahui dari
dominasi Amerika Serikat dalam dunia perpolitikan
internasional. Amerika Serikat mendominasi lembaga besar
seperti IMF, World Bank, dan GATT sehingga mempermudah
Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya
dan menguatkan kekuatan politiknya (Hussein, 2013, hal. 87-
88).

Kekuatan hegemoni Amerika Serikat kini mengalami
penurunan akibat Amerika Serikat menghadapi banyak
tantangan militer, politik, dan ekonomi. Perekonomian
Amerika Serikat mulai menurun ketika Amerika Serikat
melakukan intervensi secara militer. Perang Iraq sendiri
menghabiskan biaya sekitar USD 3 triliun. Kerugian ini
kemudian ditutup dengan pinjaman-pinjaman dalam rangka
memperbaiki sistem finansial mereka. Akan tetapi, hal ini
mengakibatkan utang Federal menjadi defisit. Menurut
perkiraan yang dilakukan oleh Kantor Anggaran Kongres,
defisit kumulatif hingga tahun 2020 akan menjadi sekitar USD
9,5 triliun. Utang federal yang pada tahun 2010 mewakili 62
persen GDP, kemungkinan akan mencapai 90 persen di tahun
2020, 110 persen pada 2025, dan 180 persen pada 2035.
Menurut Stephen Walt, tantangan terbesar yang dihadapi
Amerika Serikat saat ini bukanlah munculnya negara lain
yang memiliki kekuatan besar dan merupakan lawan bagi
Amerika Serikat, melainkan banyaknya akumulasi utang,
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mengikisnya infrastruktur, dan ekonomi yang lesu (Vilchez,
2016).

Menurunnya dominasi Amerika Serikat di dunia global
juga semakin terlihat dengan terpilihnya Presiden Amerika
Serikat yang baru yaitu Donald Trump. Sebagai seorang
populis sayap kanan dan ultra-nasionalis, Trump
mengkampanyekan America First sebagai wacana politik
utamanya dengan harapan bisa membuat Amerika Serikat
menjadi hebat kembali. Namun, kebijakan luar negeri yang
dikeluarkan oleh administrasi Trump ini cenderung merusak
Amerika Serikat (Ataman, 2018).

Setelah Trump menjabat, Trump mengeluarkan kebijakan
untuk menarik diri dari perjanjian-perjanjian internasional
yang mana kebijakan ini berkontribusi pada sikap isolasi
Amerika Serikat dari dunia luar dan mengakibatkan
peningkatan persaingan dan ketegangan antara kekuatan
global. Salah satu kebijakan tersebut adalah keputusan
Amerika Serikat untuk menarik diri dari TPP. TPP merupakan
sebuah perjanjian yang menargetkan kerja sama ekonomi
antara negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat
(Ataman, 2018). Meskipun Amerika Serikat akan tetap
menjadi pemain ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik,
tetapi keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari TPP
melambangkan akhir dominasi global Amerika Serikat
(Narine, 2017, hal. 2).

Amerika Serikat telah kehilangan perannya sebagai
pemimpin dalam TPP dan menciptakan kekosongan
kekuasaan dalam perdagangan di Asia (Stevenson & Rich,
2017). Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar,
Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam TPP dan juga
memimpin dalam perdagangan global. Kekosongan
kekuasaaan yang diciptakan oleh Trump ini membuat negara
lain seperti China dan Jepang berkeinginan untuk mengisinya
(Takashi, 2018). Keinginan ini juga didasari atas menurunnya
kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan Amerika Serikat
bukanlah satu-satunya kekuatan hegemoni di TPP.
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B. Peluang Jepang Sebagai Pemimpin Kerja Sama

Ekonomi Regional

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP telah memberi Jepang
lebih banyak ruang untuk menjalankan kepemimpinannya.
Ruang yang diberikan oleh Amerika Serikat ini dapat menjadi
kesempatan bagi Jepang untuk membuat aturan dalam
mencapai persetujuan dengan mitra TPP yang tersisa (Mulgan
A. G., 2018). Tindakan Jepang dalam mengambil peluang
memimpin TPP ini didasari atas fakta bahwa keluarnya
Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang menjadi negara
dengan kekuatan ekonomi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari
grafik berikut.
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Grafik 4. 1. Anggota TPP Berdasarkan GDP di Tahun 2015
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ANGGOTA TPP-11 (CPTPP)
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Tahun 2017

Di tahun 2015, Amerika Serikat merupakan negara dengan
kekuatan ekonomi terbesar di TPP karena kehadirannya
mencakup 65 persen total GDP negara anggota. Kemudian,
Jepang merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar
kedua dengan mencakup 16 persen dari total GDP. Akan tetapi,
ketika Amerika Serikat keluar pada tahun 2017, negara-negara
yang bertahan di TPP merupakan negara dengan perekonomian
menengah. Negara-negara tersebut merupakan negara yang
GDP-nya berada di bawah Jepang. Kondisi ini kemudian
membuat Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi
terbesar di TPP dengan kehadirannya yang mencakup 46 persen
gabungan GDP anggota. Kondisi inilah yang memudahkan
Jepang untuk mengambil peluang dan memainkan peran kunci
dalam memimpin negosiasi TPP (Yoshida, Nagata, & Martin,
2018).

Jepang menyadari bahwa TPP tanpa keterlibatan Amerika
Serikat masih merupakan perjanjian perdagangan bebas yang
penting. Total gabungan produk domestik bruto dari TPP tanpa
Amerika Serikat (CPTPP) adalah 13,5 triliun dolar atau 13,4
persen dari GDP global dengan pendapatan per kapita lebih dari
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19.000 dolar AS. Meskipun ini secara signifikan lebih kecil dari
TPP 12 (TPP dengan Amerika Serikat) yaitu 28 triliun dolar AS
atau 36 persen dari PDB global, CPTPP masih menjadi salah
satu perjanjian perdagangan terbesar di dunia. The North
American Free Trade Agreement (NAFTA) berjumlah sekitar
20 triliun dolar AS; Uni Eropa 19 triliun dolar AS; Mercosur
Amerika Selatan 3,5 triliun dolar; the Association of Southeast
Asian Nations Free Trade Area (AFTA) 2,5 triliun dolar AS;
dan Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMSEA) 655 miliar dolar AS. Meskipun lebih kecil dari
sebelumnya, CPTPP jelas merupakan salah satu perjanjian
perdagangan terbesar di dunia (Torrey, 2018).

TPP tanpa Amerika Serikat tetap merupakan pilihan terbaik
untuk memajukan integrasi ekonomi regional sesuai dengan
prinsip-prinsip umum tatanan perdagangan liberal yang ada.
Perjanjian ini menghubungkan 11 negara di kawasan Asia-
Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang,
Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan
Vietnam. Perjanjian perdagangan bebas ini menyediakan akses
perdagangan dan investasi yang lebih bebas di antara
anggotanya. CPTPP  merepresentasikan langkah yang
signifikan untuk memperertat hubungan perdagangan dan
investasi di kawasan Asia-Pasifik dan menetapkan standar baru
untuk perdagangan regional. Ratifikasi CPTPP akan memiliki
konsekuensi penting, baik positif maupun negatif, untuk
kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik
(Goodman M. P., 2018). Perjanjian TPP masih akan tetap
signifikan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara
anggota dengan cara mengubah tujuan pasar mereka ke negara-
negara dengan pasar menengah seperti Australia dan Vietnam
(Gramer, 2017).

Kamiyama Naoki, seorang kepala strategi dari Nikko Asset
Management, menyatakan bahwa rantai nilai ekonomi global
saat ini tidak lagi berfokus pada hubungan unilateral sehingga
perjanjian multilateral merupakan pendekatan yang logis untuk
melakukan perdagangan internasional. Upaya Jepang untuk
mempertahankan TPP juga mencerminkan bahwa negara-
negara yang sebelumnya mengandalkan kepemimpinan
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Amerika Serikat meiliki kemampuan untuk maju sendiri.
Takemori Shumpei, seorang Profesor di Keio University
menyatakan bahwa terbukanya kembali negosiasi TPP
memungkinkan Jepang dan sekutunya untuk menunjukkan
kepada Amerika Serikat bahwa mereka masih memiliki
alternatif lain. Dengan mengambil peran kepemimpinan dalam
proses menghidupkan kembali TPP, Jepang telah menunjukkan
komitmen baru untuk memperkuat tatanan perdagangan global
di Asia-Pasifik (Pempel, 2018, hal. 216-217).

Inisiatif Jepang dalam memimpin negosiasi mengenai TPP
ini dibuktikan dengan peran Jepang sebagai ketua negosiator
dalam serangkaian pertemuan para negosiator di Hakone pada
bulan Juli lalu, diikuti pertemuan yang lain pada bulan
September, dan Oktober kecuali untuk pertemuan di Sydney
pada bulan Agustus. Pemerintah Jepang secara resmi
menyatakan bahwa Jepng merupakan negara yang memimpin
diskusi TPP. Selain itu, Jepang merupakan negara yang paling
banyak menjadi tuan rumah saat perundingan. Dari total
delapan pertemuan mengenai negosiasi TPP, empat pertemuan
diantaranya diadakan di Jepang (Takashi, 2018). Hal ini juga
menunjukkan keseriusan Jepang dalam memimpin TPP tanpa
Amerika Serikat.

Faktor lain yang membuat Jepang mengambil peluang
untuk berperan sebagai pemimpin dalam TPP juga didasari
dengan munculnya kemungkinan bahwa China akan mengisi
kekosongan kekuasaan di wilayah Asia Pasifik yang
diakibatkan oleh mundurnya Amerika Serikat dari TPP. China
untuk pertama kalinya terlibat dalam pertemuan mengenai
negosiasi TPP di Chile sebagai pengamat. Tindakan ini cukup
mengejutkan bagi Jepang karena pada tahun-tahun sebelumnya,
China tidak pernah tertarik untuk bergabung dalam negosiasi
TPP (Takashi, 2018).

Ketakutan Jepang semakin menguat ketika China
mempertimbangkan untuk bergabung dengan TPP. Menurut
pandangan China, bergabungnya negara tersebut dapat
membendung strategi America First yang diagungkan oleh
Presiden Donald Trump dan dapat meningkatkan peran China
dalam perdagangan bebas. Memang sejauh ini China belum
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secara terbuka menyatakan minatnya untuk bergabung, tetapi
anggapan Chinaterhadap TPP telah diam-diam berubah. Hal ini
ditunjukan dengan para pejabat China yang selama beberapa
bulan terakhir menjajaki kemungkinan mengenai potensi TPP
(Zhou & Wu, 2018). Akan tetapi, sebelum China mengambil
bagian dalam TPP, Jepang telah terlebih dahulu mengambil
inisiatif untuk membentuk perjanjian TPP yang baru tanpa
Amerika Serikat dan dengan cepat menetapkan peraturan
perdagangan yang lebih bebas dan cenderung tidak begitu
disukai oleh China (Yoshida, Nagata, & Martin, 2018). Jepang
tidak mungkin akan membiarkan China bergabung dengan TPP
mengingat TPP merupakan jalan untuk mengimbangi pengaruh
China yang saat ini mulai meningkat (Takashi, 2018).
Tindakan Jepang untuk memimpin TPP ini semakin mudah
karena tidak ada negara yang menghalangi Jepang, bahkan
Amerika Serikat sekalipun. Presiden Trump justru memberikan
izin dan memberkati inisiatif Jepang untuk meneruskan
perjanjian TPP tanpa kepemimpinan Amerika Serikat. Selama
perjalanan Wakil Presiden Mike Pence ke Tokyo bulan April
lalu, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat menginginkan
perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang dan bahwa TPP
adalah masa lalu bagi Amerika Serikat. Namun, dia juga
mengindikasikan bahwa Amerika Serikat memahami keinginan
Jepang untuk bergerak maju dalam membangun arsitektur
ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Jepang
untuk mempertahankan keanggotaanya di TPP dan memimpin
perjanjian tersebut tidak akan menjadi gangguan dalam
hubungan Amerika Serikat dengan Jepang (Miller, 2017)



